
 
 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR  26  TAHUN  2007 

 

TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA’ALA 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

pasal 232 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur tentang kebijakan akuntansi 

Pemerintah Kota; 

  b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Walikota; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota 

Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara          (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,                    Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4633); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2007; 

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KOTA BANDA ACEH. 

 

Bagian Pertama  

Kebijakan Akuntansi 

 

Pasal 1 

 

(1)  Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, 

kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. 

(2)  Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi memuat: 

a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan 

keuangan; 

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. 

(3) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga 

mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. 

(4)  Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan 

terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja 

administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar 

imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap. 

(5)  Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan 

terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan 

sebagai penambah nilai aset tetap. 

(6) Contoh format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan ini. 

(7)  Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat 

dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 2 

 

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

(2)  Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang 

disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

Bagian Kedua 

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD 

 

Paragraf 1  

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD 

 

 

Pasal  3 

 

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 



Pasal 4 

 

(1)  Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup: 

a. surat tanda bukti pembayaran;  

b.  STS; 

c. bukti transfer; dan 

d. nota kredit bank. 

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan: 

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau  

b. SKR; dan/atau 

c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

 

Pasal 5 

 

(1)  Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan 

kas  terdiri dari: 

a. buku jurnal penerimaan kas; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 

(2) Format buku jurnal penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

(3) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan  ini. 

(4)  Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan ini. 

 

Pasal 6 

 

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 dilaksanakan 

oleh PPK-SKPD. 

 

Pasal 7 

 

(1)  PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan 

mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. 

(2)  Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar 

rekening berkenaan. 

(3)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

 

Pasal 8 

 

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD tercantum dalam 

Lampiran III Peraturan ini. 

 

Paragraf 2  

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD 

 

Pasal 9 

 

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai 

dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan 

b.  sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang 

persediaan/tambahan uang persediaan. 

 

 



Pasal 10 

 

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup: 

a. SP2D; atau 

b. nota debet bank; atau 

c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. 
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:  

a. SPM; dan/atau 

b. SPD; dan/atau 
c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.  

 

Pasal 11 

 

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup:  

a. buku jurnal pengeluaran kas; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 
(2) Format buku jurnal pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             

huruf a tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. 

(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c sesuai dengan Lampiran II huruf B dan huruf C Peraturan ini.  

 

Pasal 12 

 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

 

Pasal 13 

 

(1)  PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan 

mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. 

(2)  Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar 

rekening berkenaan. 

(3)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

 

Pasal 14 

 

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran 

V Peraturan ini. 

Paragraf  3 

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD 

 

Pasal 15 

 

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 

perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap 

aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. 

(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. 

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu 

kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan 

efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. 

(4)  Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan 

aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. 

(5)  Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

 

 



Pasal 16 

 

(1)  Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan 

yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. 

(2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:  

a. metode garis lurus; 

b. metode saldo menurun ganda; dan 

c. metode unit produksi. 
(3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian 

nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang 

sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. 

(4)  Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 

penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset 

tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode 

akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. 

(5)  Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 

penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset 

tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap kas berkenaan. 

(6)  Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 17 

 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: 

a. berita acara penerimaan barang; 

b. berita acara serah terima barang; dan 

c. berita acara penyelesaian pekerjaan. 
 

            Pasal 18 

 

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur 

akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) mencakup: 

a. buku jurnal umum; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 

(2) Format buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan ini. 

(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai 

dengan Lampiran II Huruf B dan Huruf C Peraturan ini. 

 

Pasal 19 

 

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan 

oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. 

 

Pasal 20 

 

(1)  PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 membuat bukti memorial. 

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset 

tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. 

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal 

umum. 

(4)  Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku 

besar rekening berkenaan. 

(5)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

 

 



Paragraf 4 

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD 

 

Pasal 21 

 

(1) Prosedur akuntansi selain Kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer. 

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); 

b. koreksi kesalahan pencatatan; 

c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas; 

d. pembelian secara kredit; 

e. retur pembelian kredit; 

f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan 

g. penerimaan aset tetap/ milik daerah tanpa konsekuensi kas; 

 

(3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja 

melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. 

(4)  Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 

koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. 

(5)  Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan 

APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan 

transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan 

datang. 

(7)  Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan 

pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit. 

(8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena 

suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. 

(9)  Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) 

dengan pihak ketiga. 

Pasal 22 

 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:  

a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); 

b. berita acara penerimaan barang; 

c. surat keputusan penghapusan barang; 

d. surat pengiriman barang; 

e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD); 

f. berita acara pemusnahan barang;  

g. berita acara serah terima barang; dan  

h. berita acara penilaian. 

 

Pasal  23 

 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur 

akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mencakup: 

a. buku jurnal umum; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 

 

Pasal 24 

 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

 

 



Pasal 25 

 

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 membuat bukti memorial. 

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian 

transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. 

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal 

umum. 

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam 

buku besar rekening berkenaan. 

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

              Pasal 26 

 

Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran VII 

Peraturan ini. 

 

Pasal 27 

 

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara 

periodik yang meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran SKPD; 

b. neraca SKPD; dan 

c. catatan atas laporan keuangan SKPD. 
(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

standar akuntansi pemerintahan. 

(3) Format laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini. 

(4)  Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 

Lampiran IX Peraturan ini. 

(5) Format catatan atas laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini. 

 

Bagian Ketiga 

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD 

 

Paragraf 1  

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD 

 

 

Pasal 28 

 

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai 

dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

 

Pasal 29 

 

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 mencakup: 

a. bukti transfer; 

b. nota kredit bank; dan 

c. surat perintah pemindahbukuan.  
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:  

a. surat tanda setoran (STS); 

b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); 

c. surat ketetapan retribusi (SKR); 

d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan 

e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

(3)  Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum 

dalam Lampiran XI Peraturan ini. 



     Pasal 30 

 

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 mencakup: 

a. buku jurnal penerimaan kas; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 
 

Pasal 31 

 

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 

 

               Pasal 32 

 

(1)  Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas 

dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. 

(2)  Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar 

rekening berkenaan. 

(3)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 

 

Pasal 33 

 

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD tercantum dalam 

Lampiran XII Peraturan ini. 

 

Paragraf  2 

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD 

 

 

Pasal 35 

 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai 

dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

 

Pasal 36 

 

(1)  Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencakup: 

a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau 

b.    nota-debet bank. 

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. surat penyediaan dana (SPD); 

b. surat perintah membayar (SPM); 

c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan 

d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. 

(3)  Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini. 

 

Pasal 37 

 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran  

kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencakup: 

a. buku jumal pengeluaran kas; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 

 

 



Pasal 38 

 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  

merupakan fungsi akuntansi SKPKD. 

 

PasaI 39 

 

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam  buku jurnal 

pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas 

berkenaan. 

(2)  Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar 

rekening berkenaan. 

(3)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 

Pasal 40 

 

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD tercantum dalam 

Lampiran XIV Peraturan ini. 

 

Paragraf 3 

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD 

 

Pasal 41 

 

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan 

pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, 

pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang 

dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam 

pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. 

 

Pasal 42 

 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 berupa bukti memorial dilampiri dengan: 

a. berita acara penerimaan barang; 

b. surat keputusan penghapusan barang; 

c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKG); 

d. berita acara pemusnahan barang; 

e. berita acara serah terima barang; 

f. berita acara penilaian; dan 

g. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

 

Pasal 43 

 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur 

akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mencakup: 

a. buku jumal umum; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. . 

 

Pasal 44 

 

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh 

fungsi akuntansi pada SKPKD. 

 

Pasal 45 

 

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 membuat bukti memorial. 



(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai 

aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. 

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal 

umum. 

(4)  Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam 

buku besar rekening berkenaan. 

(5)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 

 

Paragraf 4 

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD 

 

Pasal 46 

 

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer. 

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. koreksi kesalahan pembukuan; 

b.  penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan 

pada akhir tahun; 

c. reklasifikasi betanja modal menjadi aset tetap; dan 

d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari. 

 

Pasal 47 

 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: 

a. berita acara penerimaan barang; 

b. surat keputusan penghapusan barang; 

c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); 

d. berita acara pemusnahan barang; 

e. berita acara serah terima barang; 

f. berita acara penilaian; dan 

g. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

 

Pasal 48 

 

Buku digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi 

selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mencakup: 

a. buku jurnal umum; 

b. buku besar; dan 

c. buku besar pembantu. 

 

Pasal 49 

 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 

 

Pasal 50 

 

(1)  Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 membuat bukti memorial. 

(2)  Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian 

transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. 

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal 

umum. 

(4)  Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam 

buku besar rekening berkenaan. 

(5)  Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 



 

Pasal 51 

 

Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran XV 

Peraturan ini. 

 

Pasal 52 

 

Akuntansi Satuan Kerja dan Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI 

Peraturan ini. 

 

               Pasal 53 

 

      Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                                                                                                                                

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 

 

   Ditetapkan di Banda Aceh 

                                                                       pada tanggal 02  Oktober   2007 M 

                        21 Ramadhan 1428 H 

 

              WALIKOTA BANDA ACEH, 

                            

          Cab/Dto 

                                                                                                                                                                                            

MAWARDY NURDIN                                                                                                                                                                    

 

 

Diundangkan di Banda Aceh                                      

pada  tanggal     02 Oktober    2007 M 

 21 Ramadhan 1428 H                                                              

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  

             BANDA ACEH,                                                                                    

 

                   Cab/Dto 

 

         T. SAIFUDDIN, T.A                                                                                                                     

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 26 

 


